BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR § TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 27 TAHUN
2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk
pelaksanaan tugas tugas pemerintahan secara efektif dan
efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan
arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
telah disusun Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa pembahasan lanjutan Jadwal Retensj Arsip
Kabupaten Dharmasraya telah disetujui oleh Kepala
Arsip Nasional Republik  Indonesia dengan surat
persetujuan Nomor B-PK.02,09/64.2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Darmasraya;




Mengingat

1.

Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
dan Pejabat Negara:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Pertanian;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi
Keuangan,;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah,;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Kesejahteraan Rakyat
Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip

Sektor Perekonomia Urusan Komunikasi dan
Informatika;



18.

19,

20,

21

22,

23.

24,

25.

26.

27,

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomia Urusan Perencanaan Pembangunan;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan,;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Perekonomian Urusan Kesejahteraan Rakyat
Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip
Urusan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip
Urusan Kearsipan;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip
Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana:
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan
Jadwal Retensi Arsip;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor

Perekonomian Urusan Perhubungan;




Menetapkan

28. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;

29. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip
Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya;

30. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Kesehatan;

31. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Retensi Arsip
Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 83);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Nomor 7});

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 27 TAHUN
2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor 27 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 28)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :




(1)

(2)

Jadwal Retensi Arsip disusun oleh Lembaga Kearsipan

Daerah bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

RO U

g

SR

s v

[ S

[a—y

P B

N

Z.

urusan kepegawaian;

urusan keuangan,;

urusan perpustakaan;

urusan kearsipan;

urusan perdagangan;

urusan lingkungan hidup;

urusan perindustrian;

urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
urusan pendidikan dan kebudayaan;

urusan pariwisata dan ekonomi kreatif;

urusan kependudukan dan keluarga berencana;

urusan kepemudaan dan olah raga;

. urusan penaggulangan bencana;

urusan pertanian,

urusan penanaman modal,

urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
urusan perhubungan;

urusan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil,

urusan transmigrasi;

urusan ketenagakerjaan;

urusan kesatuan bangsa dan politik;

urusan polisi pamong praja dan perlindungan
masyarakat;

urusan ketahanan pangan;

urusan perikanan;

urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;

urusan komunikasi dan informasi;

aa. urusan perencanaan pembangunan daerah;




bb. urusan sosial,
CC. urusan pengawasan;
dd. urusan kesehatan; dan
ee. urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
(3) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung

pada tanggal b M¢i 2021

BUPATI DHARMASRAYA, 1

byr=——t_

/l * SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal G Me 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLIZMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR Y

T »
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